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wALI Ko蹍s轤BOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

pERATURAN WALI Ko蹍s轤BOLGA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, pEMBAyARAN, pENyEroRAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETR韊BUS轤PARKIR DI TEP轤JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAL韊Ko蹍s轤BO芵GA,

Mcnimbang腀腀腀:腀a. ba貌wa un貌k melaks賊akan ketentuan Pasal 12

ayat (4) dan Pasal 14 ayat (5) Peratur詣Daerah

Nomor腀4腀Tahun腀2012腀tentang Retribusi Jaca

Umum sebagaimana telah diubah dengan

Pera貌ran Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Perubahan Peratur賏Dae轤ah Nomor 4酄hun 202 1

tent詣g Re鏹ibusi Jasa Umum;

b. bahwa berdasarkan pe趌imbangan sebagaimana

dimaksud pada humf a, perlu menetapkan

Peraturan Wall Kota tentang Tata Cara
Pe蹍ungutan, Pembaya轤鋛, Penyetoran d鋛empat

Pembayaran Ret邳busi Park邳di Tepi Ja轤an Umum;

Meng貌gat腀腀腀腀: 1. Undang-Undang Nomor 8 D賜¥ Tahun l956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar

dalan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956腀Nomor腀59, Tambahan Lemba趄腀Negara

Republik Indonesia Nomor 1 092) ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun腀2008 tentang

lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19腀Tahun 2016腀tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tchun

2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251 , Tanbahan Lembaran Negara Republik

轤ndonesia Nomor 5952;



3. Undang-Undang Nomor腀22 Tahun 2009腀tentang

静道u Lintas dan Angkutan J镚鋛(Lemba醥Nega轤a

Republik Indonesia Tahun腀2009腀Nomor腀96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5025);

4. Und賏g-Undang Nomor腀28 Tahun 2009腀tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negam Republ鏸腀郩ndonesia Tahun腀2009腀Nomor

130, Tambahan I� Ö&� &� â�v� &� � &W� V&Æ隰

lndonesia Nomor 5049) sebagai蹍ana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun腀2020腀Nomor腀292, Tanbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

辑ndonesia Tahun腀2014腀Nomor腀244, Tambah詣

芵embaran Negara RepubHk韊ndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa ka蹾terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun腀2020

tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun腀2020腀Nomor腀292, T詣bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

6.腀Peratur賏腀Peme邳ntah Nomor腀32腀Tahun腀2011

tentang Manajemen din腀Rekayasa, An貌isis

Danpak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

(Lembaran Negara Ta貌un腀2011腀Nomor腀61,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 522 1 ) ;

7.腀Pe苊turan Peme邳ntah Nomor腀12腀Tahun腀2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Tahun腀2019腀Nomor腀42腀Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6322) ;

8. Peraturan Menteh Perhubungan Nomor 13 Tahun
2014 tent詣g Rambu貌u L貌tas (Be邳ta Negara

Tahun 2014 Nomor 514);

9. Peratur賏Menteh Perhubunga轤i Nomor 34 Tahun

2014 tentang Marka J貌鋛(Behta Nega韖Tahun

2014腀Nomor 1244) sebagaimana telah diubah

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM腀67

Tahun腀2018腀tcntang Pembahan Atas Peraturan

Menteh Perhubungan Nomor腀34腀Tahun腀2014

tentang Marka J镚an (Be趌ta Negara Tahun 2018

Nomor 908 );
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10. Peraturan Mente邳Perhubungan Nomor 75 Tahun

2015腀tent鋛g Penyelenggara詣腀AnaHsis Dampak

貌u L邳雧s (Behta Ncgara Tahun 2015 Nomor 570)

sebagaimana telah diubah bebe轤apa k貌i terakhir

dengan Peraturan Menteh Perhubung鋛Nomor 1 1

Tahun腀2017腀ten跸貌g Pembahan Ke道ga Atas

Peraturan Mente趌Perhubungan Nomor 75 Tahun

2015 Tent鋛g Penyelengga轤a鋛Analisis Dampak

L賏u腀芵intas (Be賜鏺腀Negara Tahun腀2017腀No蹍or

297);

11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana

telah diubah deng詣腀鉞ratu醥腀Daerah Kota

Sibolga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembahan

Pera貌ran Daerah Ko貌Sibolga Nomor 4 Tahun

2012 tentang Ret趌busi Jasa Umum;

12. Pemturan Daerah K腚鏺Sibolga Nomor I Tahun

20 1 7 ten貌ng Pembentuka蹍Peran臶鞈at Daerah K腚鏺

Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun

2017 Nomor 13, Tanbahan Lembaran Daerah Kota

Sibolga Nomor 12);

13. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta

Tugas dan貌ngsi D貌as Perhubungan Kota Sibolga

(Be蹾貌Daerah K腚鏺Si鎯lga Tahun 2017 Nomor
46);

14. Pemturan W镚ikota Sibolga Nomor 91 Tahun 2019

tentang Pembentuk鋛腀Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perparkiran Pada Dinas Perhubugan Kota

Sibolga (Be趎雧Daerah Kota Sibolga Tahun 2019

Nomor 224);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan腀: PERATURAN WALI Ko蹍腀TENTANG TArn腀CARA

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TBMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PARK赈R DI TEP郩

JALAN UMUM

BAB远

KETENTUAN UMUM

Pasal1

D镚a蹍Pemturan W镚i Kota貌i yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota sibolga.

2. Pemehntah Daerah ad镚ah Peme趌ntah Ko鏔Sibolga.

3. W镚i Kota ad貌ah wa鏸Ko雧Sibo郩ga.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan

ums鋛perpa轤k蹾an di Kota Sibolga.

5.Kepa苋...



5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang

melaksanak鋛urusan pe轤park道an di Kota Sit讨1ga.D貌as

Perhubungan Kota Sibolga.

6. Unit Pelaksana Teknis Pexparkiran yang selanjutnya

dis貌gkat UPT Perpa轤k邳賏ad貌ah unit pelaksana yang

mengurus urusan perparkiran di Kota Sibolga.

7. Kep貌a UPT Perpar酚轤an ad镚ah kep鑀a unit pelaks鋛a

yang mengums urus襡pe銬ar鍜韖n di Kota Sibolga.

8. Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan balk yang melakukan usaha

maupun yang腀cldak melakuka蹍腀usaha yang meHpu鞳

perseroan terbatas, perse銲an komanditer, perseroan

lalnnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nana dan dalan bentuk apapun, fima, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosi镚腀poli雧k, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap

dan bentuk badan lainnya.

9. Bendaham Pene邳maan Dinas sela观utnya disingkat

deng鋛BPD adalah pe观abat貌ngsion貌y鋛g ditu邂uk

dan/atau ditetapkan dengan Surat Keputu酧n Walikota

Sibolga untuk mene賜轤na, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan dan mempertan變n青awabkan uang

pendapatan basil pene邳maan ret趌busi D貌as.

10. Tenaga Harian Lepas adalah seseorang yang diangkat

oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain

d镚am peme邳ntah untuk melaks詣akan tugas-tugas

te诐entu pada腀貌s酚nsi pemehntah a苊u y鋛g

penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.
1 1. Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak

dibidang bisnis ba骬swasta maupun BUMN/BUMD dan

se]enlsnya termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum atau disin(軔at SPBU.

1 2. Pemungutan adalah suatu ran8kalan kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek retribusi,

penentuan besamya ret邳busi yang temt鋛g sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta

pengawasrm penyetoran.
13. Pendapatan Daelch adalah seluruh penerimaan daerah

yang bersumber da邳pajak daerah, ret邳busi daerah dan

penerimaan lain-lain.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selan]腥utnya disingkat

RKUD ad関ah rekening tempat pe軭yimpan賏腀uang

daerah yang ditetapkan oleh Walikota Sibolga.
15. Rekening Operasional Pendapatan yang selanjutnya

disingkat ROP ad貌ah reken貌g y鋛g disediaka蹍腀oleh

Bank sebagai reken貌g untuk menampung setoran

ret趌busi yang diseto貌a蹍kc RKUD se辞ap hah ke諱a.

16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jalan

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau dibehkan oleh Peme趌ntah Daerah untuk

kepen諊ngan p趌badi atau Badan.



17. Ret趌busi par鎵r di tepi j貌an umum ad詭ah pelay賏鋛

tcmpat par鎵r yang berada di tepi j镚an umum yang

disediak賏, dimilik dan atau d骬elola oleh Peme趌n鏔h

Daerah.

18, Park鋒ad镚ah keadaan Kendaraan berhen雧atau腀遆dak

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggal豬蹍

pengemudinya.
19.Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala

D貌as melalui Kep镚a UPI Perpar鎵轤an untuk mengelola

tempat par酚r di tepi j镚an umum.

20. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh

Kepala Dinas dan/atau Kepala UPT Perparkiran yang

be趌ugas mengkoord貌邳腀beberapa jum par邖r sesuai

dengan wilayah ke諱a yang telah ditentukan¥

2 1. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang

disediakan baik yang berada di da轤a貌mang mil骬j镚an

maupun di luar mang m醘铡j貌an.

22.Tempat P陴¥酚r di d镚am Ruang Milik Jal詣腀adalah

苊s蹍itas par鏸r untuk umum di ¢uang貌酧铡jalan y賏g

lokasinya ditentukan oleh Pemehn鏔h Daerah.

23. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat

TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah di dalan Ruang Milik Jalan dan
merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

J镚an Umum.

24.P鋛k蹾Insiden蹍, ad貌ah tempat par鎵r di tepi j貌詣

umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daera貌

dan / atau orang se貌badan hukum secara蹤dak tetap

atau ddak pc貌anen ka起na adanya suatu kepen諱ngan

atau kera蹍aian.

25. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

pcrlengkapannya yang dipemntukk賏bagi l貌u郆ntas,

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah pemukaan tanah dan/a鏔u air kecu镚i

jalan kereta api, jalan lo趌dan jalan kabel¥

26. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu

lintas umum.

27. Ka轤cis Par鍜r ad貌ah t鋛da buk譵pembayar鋛park蹾atas

pem貌an temp鏸pa貌ir kepada se遆ap kendaraan¥

28. Mesin par襂r adalah suatu alat yang dipas資g a鏔u

dipergunakan untuk menghitung sewa atau rcthbusi

parkir secara otomatis.
29.Rambu Par鎵r ad貌ah rambu untuk menyatakan

sepanjang sisi jalan dimana ranbu tersebut ditempatkan

dapat digunakan untuk pa跅dr kendam鋛¥

30. Ma轤ka Pa轤k蹾ad镚ah gads-gads di tempat park邳yang

menu观ukkan ca襂pa轤kir.

31. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir

untuk memark蹾kendaraan y賏g貌tandai dengan marka

park邳.

32. Kenda轤aan ad镚ah suatu sa轤ana angkut di jal鋛y鋛g

terdi趌atas Kendaraan Be貌otor dan Kendaraan Tidak

Bemotor.
33. Kendaraan Bemotor ad貌ah se雧ap Kendaraan yang

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

Kendaraan yang beljalan di atas rel.

34.Ke苪d莿r莿a诣腚..



34. Kendaraan腀躲dak Bemotor ad貌ah se諱ap Kenda轤a鋛

yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
35. Wa]腦ib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menumt peraturan pemnd賏g-undangan ret趌busi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

36. Masa Re陓趌busi ad镚ah suatu j詣gka waktu te趌entu yang

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemehntah Daerah.

37. Transaksi Tunal yang selanjutnya disebut tunai adalah

鏹ansaksi yang menggunak詣貌s鏹ument berupa uang

kart镚, yaitu uang d酤am bentuk蹉s骬uang ke趌as din

uang logam.

38. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai

adalah transaksi yang menggunakan intrumen bempa

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek,
Bilyet Giro, Nota Debit, Aplikasi QR Kode maupun uang
elek貌o貌ik y鋛g di keluarkan oleh perbankan¥

39. Online adalah komunikasi dalan jaringan internet.

40. Real Time adalah kondisi pengoperasian dari suatu

sistcm pe¢angkat keras dan perangkat lunak yang

dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu

(deadline) yang jelas, relative terhadap waktu suatu

persi雧wa atau operasi te轤jadi.

41.Apl铹asi ad貌ah suatu subkelas perangkat lunak

komputer yang meman苋a邫an kemampuan computer

langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan

pen雁una ¥

42. Transaksi Blektronik adalah perbuatan hukum yang

dilakukan dengan menggunakan computer, jahngan

computer, dan/atau media elektronik lainnya.

43. Sistem Elek貌on铹腀ad镚ah seran銼an perangkat din

proscdur elek覭onik yang be貌ngsi mempersiapkan,

mengumpulkan, meng膛膛ah, mengan賏isis, menyimpan,

menamp蝕k鋛, mengumumk鋛, mengi邳貌kan, din/atau

menyebarkan轤n苟rmasi Elek陓膇n骬

44.Surat Se苟r鋛腀Ret趌busi Dacrah y鋛g sela邂utnya

disingkat SSRD ad镚ah buk識腀pembayaran a鏔u

penyetoran ret邳busi y賏g腀貒1ah dilakukan deng賏

men軸unak鋛苟mulir atau telah d酧akukan dengan cara

la貌ke kas Daerah mel镚ui tempat pembayaran yang

ditu观uk oleh W镚i Kota.

45. Surat Ketetap鋛腀Rethbusi Dae韖h, yang sela观u貌ya

disingk躃SKRD, ad酥ah surat kete苋pan rethbusi y資g

menentukan bes陴mya jumlah pokok Rcthbusi yang

te¢utan8.

46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan

rethbusi dan/a躩u s鋛ksi adm貌is貌a跂berupa bunga

d賏/a鏔u denda.



BABI膛

PENYE芵B NGGARAAN PE RPARKIRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal2

Penyclenggaraan perpark邳an yang diatur d貌am Peraturan

Wan Kota貌i yaitu :

a. Par鎵r di tepij賊an umum; din

b. Pa轤软r di tepi jalan umu貌bersi苊t貌siden遆l.

Bagian Kedua

Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal3

(1) Penyelengga轤aan p賏k邳di tepi j镚鋛umum diatur oleh

Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat
menggunakan sistem manu貌dan/atau elek苞onik¥

(3) Lokasi penyelenggaraan parkir sebagainana dimaksud

pada ayat (2) dite酚pkan oleh Kepala D貌as berdasarkan

atas hasil survei yang dilaporkan secara tertulis oleh UFT

Pe遜賏酗r資dan/a鏔u貌n untuk ditetapkan oleh Kepala

Dinas.

(4) Dalan hal survei penetapan lokasi penyelenggaraan

park邳腀w邝iib memperha譵kan potensi pene邳maan

ret趌busi park邳di tepi j貌an umum.

Pasal4

(1) Penyelenggaraan Pa轤k邳腀di Tepi Jal詣腀Umum

sebagaimana dinaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi

persyaratan :
a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arab;

b. dapat me观am貌keselamatan din腀kela蹍caran l镚u

l蹾tas;

c. mudah dijangkau oleh pengguna ja覷;

d. kelestahan邿ngsi l貌gkungan hidup;

e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan

f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang di酧bilitas.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dikecualikan bagi jalan yang memiliki lebar sana

dengan dan/a鏔u lebih da邳3 (識ga) meter untuk se諊ap

a轤ah jal鋛.

(3) Pene鏔pan lokasi dnaks資akan dengan memperha雧k鋛

karakte趌s鏹k d鋛intensitas tata guna lah賏腀se貌

keteraturan, ke貒貌ban, dan kenyamanan l蹾苜kungan

disekitar tempat parker.

Pusal5...



Pasal 5

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dilarang

d酧akukan di :

a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat

penyebe醥gan sepeda yang telah ditentuk鋛;

b. jalur khusus Pejalan Ka酗;

c. jalur貌usus sepeda;

d.道kung詣;

e. jembatan;

f. terowongan;

9. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
h. muka pintu keluar masuk pekarangan/pucat kegiatan;

i. tempat yang dapat menutupi Ranbu Lalu Lintas atau

Alat Pembe趌辑syarat躰lu L貌tas;

j. berdekatan dengan keran pemadam kebak鋛鋛腀atau

sumber air untuk pemadan kebakaran; dan/atau

k. pada mas dengan遆ngkat kemacetan遆nggi¥

Ba青an Ke鑃ga

Parkir di Tepi Jalan Umum Bersi苊t韊nsiden蹍

Pasal 6

(1) P鋛k邳腀di Tepi J镚an Umum腀韊nsiden道l dapat

diselengg賏akan di d镚a蹍腀Ru鋛g M骬k J镚an apabila

Tempat Par鎵r di Lu賏Ruang M酧ik J镚詣telah meleb貌i

kapasitas.

(2) Park邳腀di Tepi J貌an Umum lnsiden雧腀dapat

diselenggaraka貌di d镚a蹍Ruang M貌ik J镚an dan di Luar

Ruang Milik Jalan pada suatu kepentingan atau kegiatan

keranaian dan/atau kegiatan yang menggunakan

fasilitas umum maupun fasilitas sendiri di selenggarakan

secara譔dak tetap,蹤dak pemanen a鏔u sewaktu-wak貌¥

(3) Penggunaan P賏k蹾腀Di Tepi J貌an Umum lnsiden賞l

sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

dilakukan dengan pe诐imb鋛gan腀道dak mengganggu

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

(4) Penggunaan Par鍜r Di Tepi J镚an Umum腀韊nsiden蹍

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib

men詚鉀nakan izin Park邳Di Tepi Jalan Umum韊nsiden道l¥

(5) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Parkir Di Tepi
Jalan Umum lnsidentil, Pemohon harus mengajukan

permohonan tertulis kepada Wall Kota melalui Kepala
Dinas dengan mclamp邳kan persyaratan y鋛g ditetapkan¥

(6) Penye郩engga轤aan P鋛k貌Di Tepi Jalan Umum郩nsiden雧l

sebagaimana dimaksud pada ayat腀(1)荞腀harus

memperha雧kan :

a. 1ebarJ镚鋛;

b. 蝘olume静道u趌ntas;

c. karakteristik kecepatan;

d. dimensi kenda譲;

e. pemntukka蹍lahan se酚tamya;

f. peranan Jalan bercangkutan; dan

9. kepen諊ngan penyandang disabiHtas

(7) Fasih貌s P鏵貌an Ka鍜腀dikecua铕kan penggunaannya

sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.

Ba膉莿鞐¥¥



Bagian Keempat

Petugas Par鏸r

Pasal7

(1) Dalan penyelenggaraan pelparkiran, Kepala Dinas
dan/atau Kepala UFT Perparkiran dapat menetapkan

Pctugas par鍜r yang tcrdi邳dah :

a. K膛膛¢d貌atorjum park邂

b. Ju¢u par鏸r.

(2) Petugas parkir sebagiamana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditetapkan dari unsur aparatur sipil Negara atau

tenaga harian lepas atau penyebutan lain sesuai

ketentu鋛peraturan pe¢undang-undangan.

(3) Peme邳ntah Daerah dapat membehkan jam貌an sosi躲

kepada petugas p賏鍜r di tempat yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang

be蹾aku.

(4) Pemehntah Daerah membe趌kan pembinaan dan

pela邑轤an kepada petugas pa轤软r mcngenai ta鏔cara

layanan perpakiran, keselamatan dan keananan lalu

lin苋s,腀pcn钝鉀na鋛腀teknologi腀蹾苟masi untuk

perparkiran dan aspek-aspek lainnya dalam perparkiran.

(5) Peme趌ntah Daerah貌elakukan ev镚uasi scca轤a berkala

terhadap petugas park邳untuk menentuk鋛pemb貌aan,

pela諱h鋛, hubungan ke轤ja dan sanksi d貌詣hubungan

ke諱a.

Pas膸趌8

Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

dalan menjalankan tugas mempunyai hak :

a. memperoleh penghas酧an da邳pengelola par陑r;

b. memungut Ret邳busi Pa轤k邳腀sesuai tahf yang telah

dite鏔pkan d資am Peratu轤an Daerah din腀ketentuan

pc¢undang-unda蹍gan yang be轤laku; dan

c.腀mengcl膛膛a tempat lokasi par鏸r yang ditetapkan.

Pasal9

(1) Pen鑀asilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8

humf a bempa upah da邳hasil seluruh pene趌貌aan

pemungu貒蹍rethbusi park邳di tepi j镚an umum.

(2) Bearan penghasilan sebagainana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)¥
(3) Batas wajib terendah dan /atau batas menimal seluruh

Pene趌ma pemungutan腀轤et趌busi park邳腀di tepi j镚an

umum sesuai dengan hasil survey potensi parkir di tepi

jalan umum yang dilakukan oleh unit pelaksrma teknis
daerah pe賄ar鞒ran dan/ atau tim y賏g dite鏔pkan 膛膛ch

Kep镚a D貌as.

(4) D镚am h貌pendapatan pcnghas软貌lebih rendah dad

potensi pa貌r ditepi j镚an umum y鋛g telah ditetapk賏

maka jum park邳腀w邶芤ib menyc鎯道m sebesar腀40%

(empat puluh persen).

PasaJ J0...



Pasal 10

Petugas parkir sebagiamana dimaksud dalan Pasal 7 ayat (1)

dalan menjalankan tugasnya berkewajiban :

a.腀melakukan kon鏹ak ke轤ja deng鋛pemehntah Daerah;

b. memakai seragan dan tanda pengenal sesuai ketentuan;

c. me观aga keamanan, kete讣iban, kebcrsihan, ke貌dah鋛

dan kenyaman鋛se貌noma kesus酧aan di lokasi par鍜r

yang me¢upakan wilayah kc鞳anya;

d. me观aga d鋛memel貌ara deng鋛ba鑞semua苊s酧itas

par鏸r yang disediakan di lokasi parkir;

e. membantu secara ak遆f pcngguna jasa park邳腀untuk

proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan
mes貌park邳denga蹍lay賏an yang ramah, sop鋛d賏

bertanggung j awab ;

f.腀memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan

yang dite鏔pkan un貌k disetor ke kas dae轤ah mel貌ui

d貌as;

9. memberikan karcis parkir, atau tanda buk貌QR/Code

elekt銲n软bempa no道跗酚si din/a鏔u s鏹uk t鋛da bayar

yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta
蹍enu蝕skan nomor kenda轤aan yang park邳untuk se鞳ap

ka鏸park邳;

h. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas

apabila teljadi permasalahan di lokasi parkir yang

menjadi wilayah keljanya; dan

i.腀mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang

dite貌pkan oleh Dinas.

Ba青賏Keempat

Pen貼una詣Siste蹍韊n苟masi dan Ap鏸kasi

Pas镮1 11

(1)腀Peme趌ntah Daerah dapat membuat dan

mengembangkan sistem infbmasi dan apl骬asi untuk

layanan pe遜arkiran di Daerah.

(2)腀Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) dapat disediakan/digunakan untuk

penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah
atau tchnte鍌¥asi deng詣腀penyelenggaraan perpar鍜ran

oleh o轤鋛g atau badan.

(3)腀Pemehn鏔h Daerah dapat beke諱asa蹍dengan orang

atau badan untuk pengadaan dan pengembangan sistem

informasi dan aplikasi perparkiran di Daerah dengan

berpedoman pada ketentuan pcratura蹍腀pemndang-

undang詣



BAB闩I轤

TA蹍CARA pEMUNGu蹍N, PEMBA蝘ARAN,

PENYETORAN DAN TBMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pas貌12

(1) Ret邳busi pa轤软r di tepi j镚an umum dipungut dengan

SKRD a苊u dokumen la貌y賏g dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipercamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapar bempa karcis, kupon,

kartu langganan dan lain-lain yang sejems.

(3) Pcmungutan ret邳busi雧dak dapat dibo銲ngkan¥

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayam

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi Par鍜r di Tepi Jalan Umum dapat

d蝕akuk賏mel酤ui :

a. pcmbayar詣tunai; dan/atau

b. pembayaran non tunai.

(2) Pembayaran secara tunai d関am bentuk sebagai behkut :

a. SKRD;
b. Karcis;

c. Kupon;

d. Ka诐u langganan;

e. Kwitansi; dan

f. Dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan

perunda蹍g-undangan.

(3) Pembayar鋛tunai sebagai蹍ana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

be譵kut :

a. pen郛una jasa par鎵r melakukan pembayar鋛

ret趌busi par鍜r ke jum par鍜r dengan menggunakan

uang tunai dan kepada pengguna park蹾腀yang

bers賊gkut賏腀dibe邳kan tanda buk蹤腀pembayaran

bempa karcis;

b. juru park邳腀harus menyetorkan basil pembayaran

rethbusi par鍜r kepada k膛膛rd貌ator jum par鏸r;

c. k膛膛rd貌ator jum pa轤k蹾setelah mene賜轤na ret邳busi

par鍜r dan jum park邳hams menyerahkan kepada

Bendahara Pene貌naan Pembantu pada Up镸

Perpar鍜ran dan/a苊u P鏵abat la貌sesuai ketentuan

peraturan pemnda蹍g-undangan dan kepada

k膛膛rdinator jum park蹾y鋛g bers鋛gkut鋛dibehkan

tanda buk賞penyerahan pada buku pene邳ma詣yang

ditandat鋛g鋛i腀膛膛eh koord貌ator juru pa轤软r dan

Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau P鏵abat

lain sesuai ketentuan peraturan pemndang-

undangan ;
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d. Bendahara Pene貌naan Pembantu dan/atau P鏵abat

lain sesuai ketentuan peraturan pemndang-

und詣gan pada UP陠腀Pe賄ar鍜r鋛腀menyetorkan

ret邳busi par鍜r yang telah dite邳ma dad k膛膛rd貌ator

jum park邳腀kepada Bendaha轤a Penehma鋛腀pada

D貌as untuk disetork鋛ke RKUD dengan tanda buk道

setoran yang ditanda tangani Bendahara Penerimaan

Dinas dan Bendahara Penehmaan Pembantu

dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan ;

e. Bendahara Pene邳maan pada D貌as menehma tanda

bukti setor ke RKUD dad p貌ak Bank bempa Surat

Tanda Te邳ma Setoran dan Bendahara Pene邳ma鋛

Dinas melakukan pengarsipan berkas.

(4)腀Pembayaran non tunai sebagainana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
be趌kut :

a. jum par鏸r aka蹍腀mengambil g镀貌bar kendara賏

pengguna jasa parkir sebagai bukti dasar penetapan
tarif j enis kendaraan ;

b. pengguna jasa pamr melakukan pembaya醥

retribusi parkir ke jum parkir dengan menggunakan

鏹詣saksi non貌nai mel镚ui mes貌pembaya轤詣d賏

/atau QR Code y賏g ada padajum park邳;

c. pen諹una jasa pa趌dr aka蹍mene邳銲no道跗閖si dan

/atau struk bearan petongan sebe陼r nilai tarifjenis

kenda轤a鋛ret邳busi pa轤苊轤di tepi jalan umum yang

membuktikan pembayaran telah selesai dan sukses;

d. pembaya醥oleh pengguna jasa par酚r dit詣pung

pada rekening operasional pendapatan dengan
no陓郆kasi buk雧腀pene道貌a鋛腀bese趌a dengan kode

lokasi pa轤k邳tepi j镚an umum;

e. ringkacan transaksi elektronik pada rekening

opemsion镚腀pendapa鏔貌腀dapat diakses secara real

貌ne oleh Bendahara Peneh蹍腀Dinas dan/atau

pejabat lain yang telah ditetapkan. ;
郂腀Benda轤郩ara peneh蹍a D貌as蹍elakukan kon讛轤masi ke

pihak Bank untuk melaksrmakan transfer dari
Rekening operasional pendapatan ke RKUD dan

kepada Bendahara Pene賜轤na Dinas yang

bersangkutan diberikan tanda bukti berupa Surat

Tanda Te貌na Setoran un貌k d蹍akukan pengarsipan

遅貌as;

9. Bendaha鞪Pene貌na D貌as蹍elakukan kon譵masi ke

pihak Bank untuk melaksanakan transfer dari
reken貌g operasional pendapa苊n ke起ken貌g m骬k

juru park邳腀yang telah te轤da赧a轤腀dan kepada

Bendahara Penc道貌腀Dinas yang bers資gkutan

diberikan tanda bukti berupa Surat Tanda Terina

Setoran untuk dilakukan pengarsipan berkas serta

membe趌k詣pcmbehtahuan pada k膛膛rd貌a苟r jum

parkir dan koordinator juru parkir menindaklanjuti
kepada jum par鍜轤.
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(5) Dalan hal pembayaran pengguna jasa parkir
sebag还mana dimaksud pada ayat (4)遆dak memi躓dan

tidak dapat melaksrmakan transaksi non tunai, juru

parkir dapat membantu dengan tahapan cara sebagai
be趌kut :

a. mene邳ma pembayaran secara tunai dad pengg芵ma

jasa par鍜r;

b. ju醥park邳melakuk鋛pembayaran transaksi secara

non tunai;

c. juru parkir kepada pengguna jasa parkir yang

bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran

berupa struk dan /atau notifikasi pemberitahuan

pembayaran telah berhas酧dan /atau sukses¥

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyeto醥

Pasal 14

(1) Tanda bukti penyerahan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 13 ayat (3) huruf c dibuat dalan buku penerimaan

yang ditanda腀荚钧gani腀膛膛eh k膛膛rdinator Bendahara

Penerimaan Pembantu dan/atau Pejabat lain sesuai

ketentuan peratur賏腀腀pemndang-undangan din

dilaporkan secara berkala pada Kepala Dinas.

(2) Se道ap penyeto醥轤e鏹ibusi dica躩t d镚am邳nci鋛seto醥

rethbusi oleh Bendahara腀鎫ne趌轤naan Pembantu

dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan

pemnd詣g-undangan pada lapora蹍腀pc轤sedia賏腀karcis

dan ka邳u kend酤i karcis.

(3) Arsip dokumen yang telah dicatat dan hncian setor鋛

ret邳busi disusun secara be¢umtan sesuai dengan nomor

berkas ka陑is.

(4) Tanda buk跂腀setoran penye轤ahan dan besa轤賏

penerimaan diurai dengan rincian berdasarkan jenis
kendaraan bemotor.

(5) Penyetoran retribusi parkir ditepi jalan umum ke RKUD
dilakukan paling lama 1 (satu) ka蹾24 (dua puluh empat)

jam.

(6) D镚am hal penyetoran ret趌busi park邳be趌epatan dengan

hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari

ke諱a setelah ha賜轤ibur.

Pasal 15

(1) Untuk pembaya轤an rethbusi par酚r mel镚ui non tunai,

pe让yetoran re覭ibusi par酚r yang telah dibayar oleh

pengg膛膛na park貌d酧akukan 膛膛ch Bank Umum dan/atau

Lembaga Keuang鋛腀yang dite鏔pkan W酥i Kota ke

reken貌g pcna蹍pung pada D貌as untuk sela观utnya

diseto铝an ke RKUD.

(2) Penyetoran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) d資akukan pal貌g la蹍1 (satu) hah ke轤ja.
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(3) D酤am h貌penyetoran ret邳busi pamr be趌epatan deng鋛

hah 蝕bur, maka penyetoran dilakuk賏pada 1 (satu) hah

ke諱a setelah ha邳Hbur.

(4) Dalam hal sistem t醥saksi non貌nai pada Bank Umum

dan/atau Lembaga Keuangan tidak memungkinkan

untuk dilakuk賏penyetoran ke RKUD d酥am 1 (satu)

hah ke轤ja sebagaimana d貌Iaksud pada ayat (2苧maka

penyetoran ret趌busi par鏸r dapat dilakukan leb貌dah 1

(satu) hari kelja sesuai dengan kapasitas sistem
t轤ansaksi non tunai tersebut.

Bagian Keempat

Tempat Pembayar鋛

Pas镚16

(1) Pembayaran retribusi parkir dari wajib retribusi parkir
ke juru parkir dilakukan pada tempat dimana wajib

retribusi parkir menggunakan ja覷parkir.

(2) Penyetor賏腀Ret趌busi P變kir dah jum pak蹾腀ke

k膛膛rdinator jum park蹾腀d蹍akuk鋛腀di mas貌g-mas貌g

lokasi par蹻r.

(3) Penyetoran Retribusi Parkir dari koordinator juru parkir
ke Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Pejabat

lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

pada U雥D Pe轤p襡鏸ran dnakukan di Kantor UPTD

Perpar鍜ran.

(4) Pcmbaya趄腀ret邳busi p鋛k邳腀sebag醈imana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan secara pembayaran tunai
dan pembayaran non tunai sesuai dengan lokasi parkir

tepi jalan umum yang telah ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Kep貌a D貌as a鏔s nana Wa鏸Kota.

BABIV

PENGAWASAN DAN PENGENDA芵IAN SERTA PENERT韊BAN

PARK轤R DI TEPI JA芵AN UMUM

Bagian Kesatu

Pengawas鋛d詣Pengenda鏸an

Pasal17

(1) Kep貌a Dinas melakukan pengawasan dan pengend镚ian

parkir dengan menunjuk Tim Pengawasan dan
Pengend镚ian Park邳腀d鋛/a鏔u mel镚ui U雥D

Pe¢parki¢鋛.

(2) Dalan melakukan pengaw鏤rm dan pengendalian parkir

sebagainana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas

dib詣tu oleh Tim Pengawas賊d詣PengendaHan Park邳

dan /atau melalui UprD Perpar鍜ran.
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(3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diben陓uk dengan Keputus鋛

Kepala Dinas atas nana Wali Kota.

(4) Tim Pengawasrm dan Pengendalian Parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdi趌腀da趌腀unsur Dinas

dan/a鏔u dapat menye趌akan p貌ak lain y鋛g

berhubungan deng鋛penyelen陣蝖a詣pe轤pa轤软ran.

(5) Tugas dan Fungsi Tim Pengawas鋛dan Pengend詭ian

Parkir ad镚ah:

a. berkewajiban menentukan target dan/atau potensi

ret邳busi park邳;

b. menetapk賏dan cv镚uasi lokasi pe轤銆ar鍜ran ditepi

j貌an umum;

c. monitoring kegiatan pe銬arkiran.

Bagian Kedua

Pener雧ban Parkir

Pasal 18

(1) Untuk melakukan pene貌ban din腀membehk鋛

kenyananan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah

dapat melakuk鋛腀pen貌d镚腹an dan pem貌dahan

Kendaraan bemotor.

(2) Pen貌dakan dan Pe貌貌dahan Kendara鋛腀bemotor

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan :

a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna

Kendam鋛; atau

b. atas pelanggaran park蹾y鋛g d酧akukan oleh pemilik

dan/atau pen雁una Kendaraan.

Pas镮1 19

(1) f膎mindahan Kenda轤aan bemotor a鏔s pemintaan

pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana
dimaksud d软貌腀Pasal腀18腀d蹍akuk鋛腀d镚a蹍腀h貌

Kenda轤aan yang msak dan/atau mogok.

(2) Pen貌d镚m da蹍Pem貌dahan Kendaraan bemotor atas

pelanggaran oleh pe蹍蹍k din/atau pengguna Kendaraan

dilakukan dalam hal sebagai berikut :

a. kenda轤a鋛yang pa轤k蹾pada tempat yang dilarang,

baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan

譲bu-銲bu貌lu L貌tas;

b. kendaraan y賏g dite貌patkan di J貌an seh貌gga

mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;

c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemim dan/atau
pen覵na kendaraan di Jalan selama 2 蝝 24 j詣(dua

ka蹾dua puluh empatj賏); atau

d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua)

jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung

j awabkan.

(3) Pen貌dakan dan Pem貌dahan terhadap Kendara鋛

sebagainana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanak賏膛膛eh D貌as.
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Pasal 20

(1) Pcn貌dakan dan Pemindahan Kcnd鋛aan be貌otor

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18腀dHakukan

dengan cara :

a. penguncian ban kenda轤aan bemotor dan kendaraan

ddak be貌otor;

b. pengurangan angin roda kendaraan;

c. pencabutan pen蹍ban kendaraa蹍;

d. diderek deng鋛腀mobil de起k sesuai dengan

pemntukannya; dan/atau
e. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor

yang disediak賏oleh Peme邳ntah Daerah.

(2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdas賊kan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

diadminis鏹asi deng醈n te趌ib.

(3) Segala resiko kerusakan yang timbul a鏸bat proses

pen貌dakan din腀pemindahan atas kelengkapan dan

keutuh詣腀kendara鋛腀beserta腀蹍uatin腀kendaraan

bcmotor sebagaimana dimaksud pada ayat (i)諱dak

menjadi tanggung jawab Dinas.

(4) Selain penindakan sebagaimana dinaksud pada ayat (1),
dapat d钥akukan pen貌dakan la貌nya sesuai dcngan

ketentuan peratur鋛pemndang-undangan.

Bagian Ketiga

Ketentu詣lain-lain

Pasal 23

(1) Se蹤ap p鏵abat dilarang membe邳tahuk詣kepada p貌ak

lain tentang segala sesuatu yang diketahui atau

diberitahukan dalan ran8ka jabatan atau pekeljaannya

untuk menjalankan ketentuan peraturan pemundang-

und賏gan perpajaka蹍daem郩i.

(2) La醥gan sebagaim鋛a dimaksud pada ayat (1) berlaku

juga terhadap tenaga a貌li yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah untuk membantu d貌am pelaks鋛aan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BABV
KBTENTUAN PBNUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Nomor腀551.1/39/2012腀tentang Petunjuk Teknis

Peratu醥Daerah Kota Sibolga No蹍or 4 Tahun 2012 tentang

Re軭ibusi Jasa Umu蹍Pelayanan P賏k貌di Tepi J貌an Umum

(Berita Daerah Kota Siholga Tahun 2012 Nomor 23), dicabut dan
dinyatakan賞dak berlaku.

PasaJ 25...



Pasal 25

Peraturan W貌i Kota腀貌i腀蹍ulai be诐aku pada tangg貌

diundangkan i

Agar se鏹ap orang mengetahuinya,腀meme趌ntahkan

pengund資gan Peraturan W貌i Kota ini dcngan

penempatannya dalan Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 30 Maret 2022

WAL韊KOTA S韊BO芵GA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 30 Maret 2022

sEKRETARls DAERAH Ko蹍s韊Bo陑A,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERl蹍DAERAH Ko蹍s轤Bo陑A TAHUN 2o22 NOMOR 36o


